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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi 

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang sejak akhir abad yang lalu (abad XIX), tetapi administrasi sebagai suatu seni atau administrasi dalam praktek, timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Sebagai ilmu pengetahuan administrasi  merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang daripada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia, dengan membawa prinsip-prinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan factor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. 

Administrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata “ad” artinya intensif dan  “ministrare”  artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. 
Perlu dipahami bahwa istilah Administrasi di Indonesia masih sering dipakai dalam arti “Tata Usaha”. Pengertian yang demikian ini merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu,  istilah Belanda “Administratie” disalin kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Administrasi”.

Administratie dalam Bahasa Belanda ini pada umumnya diartikan sebagai “Elke steiselmatige ordening en schriftelijke vastlegging van gegevens, samengesteld met het doel een overzicht van deze gegevens  te verkrijgen in hun geheel en hun onderling verband “. (Setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain). Sebenarnya pengertian administratie yang demikian baru merupakan salah satu aspek cakupan istilah administratie. Karena masih ada dua aspek lainnya yang merupakan cakupannya, yakni: “bestuur” atau manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan “beheer” atau manajemen dari sumber-sumber daya seperti: finansial, personil, materiil, gudang, dan sebagainya. Hanya saja yang lebih populer di kalangan bangsa Indonesia sebagai pihak yang dijajah ialah pengertian  administratie dari aspek tata usaha. 
Jadi, pengertian Administratie yang dikenal luas di Indonesia ialah     tata usaha. Oleh karena itu, sampai sekarang di Indonesia istilah “Administrasi” masih sering diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan.

Pengertian Administrasi sebagai kegiatan tulis menulis, catat-mencatat pelbagai keterangan itu, dijelaskan oleh Nasution (1982:17), sebagai berikut:

“Dalam arti yang sempit bahkan pengertian sehari-hari, maka Administrasi artinya adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat / membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi”.

 Administrasi dalam arti tata usaha kegiatannya meliputi penerimaan surat, penyimpanan surat, korespondensi, penduplikasian, penctatan-pencatatan pada buku-buku atau kartothik, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan apa yang dinamakan pekerjaan kertas, bahkan yang meliputi juga pekerjaan-pekerjaan penelponan dan penerimaan tamu.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti bahwa pengertian administrasi dalam arti sempit meliputi perbuatan tulis-menulis, catat-mencatat, yang kesemuanya merupakan kegiatan penyediaan bahan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Kegiatan-kegiatan yang demikian itu dalam bahasa Indonesia telah lazim dipergunakan istilah “ Tata Usaha “.
Dua istilah yang mirip tulisan dan bunyinya, namun berbeda makna dan isinya, yaitu “Administratie” (Bld) dan “Administration” (Ing), sama-sama disalin dalam satu istilah bahasa Indonesia yaitu “Administrasi”, maka istilah yang kemudian ini mempunyai dua pengertian yaitu :(1) Administrasi dalam pengertian sama dengan pengertian administratie atau yang lebih dikenal dengan kegiatan tatausaha, dan (2) Administrasi dalam pengertian sama dengan administration. Untuk pengertian yang pertama kiranya telah jelas diuraikan di atas, sedangkan pengertian yang kedua inilah yang akan di bahas pada  bagian berikut.

Administration mempunyai pengertian dan skop yang lebih luas dari pada administratie dilihat dari aspek tatausaha saja. Jadi, pengertian administrasi yang dimaksudkan di sini adalah pengertian yang lebih luas yang sekaligus mencakup tata usaha. 

Bila diteliti secara cermat definisi-definisi mengenai administrasi  maka sesungguhnya Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang:
a. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih).
b. Berlangsung dalam suatu bentuk kerja sama.
c. Dimaksudkan untuk mencapai Tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Ketiga faktor tersebut dapat disingkat menjadi sekelompok orang,
kerjasama, tujuan tertentu. Ketiga faktor inilah yang lazim dikenal sebagai unsur mutlak dari pada Administrasi.

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, meyempurnakan dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu yang disebut ”menata”  atau “penataan”. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dan sifat suatu kerja sama dapat bermacam-macam. Demikian juga jumlah dan susunan orang-orang yang bekerja sama dapat berbeda-beda pula. Selanjutnya usaha itu dapat pula berlangsung pada waktu dan tempat yang berlain-lainan. Tetapi pada setiap kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang pasti terdapat rangkaian kegiatan penataan yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Rangkaian kegiatan penataan ini sebagai suatu kebulatan kini biasanya menjadi fungsi seseorang atau beberapa orang pejabat. Atau dengan perkataan lain Administrasi sebagai fungsi dijalankan oleh setiap orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan suatu usaha kerja sama manusaia atau “Ketua Organisasi”. Yang dinamakan “Administrator”. Jadi Administrator adalah kepala yang tertinggi di dalam organisasi. Tetapi tidaklah berarti bahwa Administratorlah yang satu-satunya berperan sebagai pelaksana fungsi Administrasi, melainkan dilaksanakan juga oleh pejabat-pejabat yang berada dibawahnya berdasarkan pelimpahan dari Administrator tadi.

Menurut  Gulick yang dikutip oleh  Handayaningrat (1985:2)  mengatakan bahwa:  Administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.  

Leonard D White yang dikutip oleh  Handayaningrat (1985:5) memberikan definisi sebagai berikut : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat  pada semua usaha kelompok, Negara, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil…..dan sebagainya.

Sedangkan Siagian (1997:19)  mengatakan bahwa: Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tujuan bersama.

Dari definisi di atas Siagian (1997:19) mengatakan bahwa unsur dalam administrasi adalah: 

1. Adanya tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu 

2. Tujuan itu dapat dicapai atau diperoleh melalui kegiatan orang lain, dengan    demikian ada atasan dan bawahan

3. Karena kegiatan itu melalui bantuan orang lain, maka perlu diadakan bimbingan dan pengawasan. 

 Dengan demikian administrasi dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu: 

a. Sudut Proses, berarti administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.

b. Sudut Fungsionil, berarti bahwa dalam segala kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tertentu, meliputi planning, organizing, staffing, directing and controlling.

c. Sudut Institutionil, berarti administrasi dianggap sebagai totalitas kelembagaan, dimana dalam lembaga itu  terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan itu bersifat menyeluruh, artinya dimulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. 
2.2  Pengertian Administrasi Negara 
Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari “Public Administrations”.  Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada sekitar tahun 1956. jika istilah Public Administration itu di uraikan secara etimologis, maka “Public” berasal dari bahasa Latin  “Poplicus”  yang semula dari kata  “Populus”  atau  “People” dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. “Administration” juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata  “ad”  artinya intensif dan  “ministrare” artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. 

Sukarna  (1986:13) mengemukakan : Administrasi Negara adalah pelaksanaan kebijakan Negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representatif. 

Di Indonesia Badan Perwakilan Politik yang menetapkan Kebijakan Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai Lembaga Legislatif. 

Leonard D. White  dalam buku  “Introduction of the Study of Public Administration”  yang diterjemahkan oleh Sukarna (1986:14),  mengemukakan: Administrasi Negara terdiri dari semua/seluruh aktivitas/ kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan Negara.

Dimock yang diterjemahkan oleh Sukarna (1986:14) mengemukakan: Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

Bertolak dari definisi-definisi tersebut di atas, jika dilihat dari sudut ilmu administrasi Negara Kahya (1996:4) mengemukakan bahwa: Administrasi negara ialah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara untuk melaksanakan atau mewujudkan politik Negara atau politik pemerintah.
2.3 Pengertian Pengawasan
       Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan, dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.  Menurut Mc. Farland dalam Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Pengatar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1990:143) menguraikan pengawasan  
    

 Pengawasan ialah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelakasanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana,perintah,tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan
Syarat-syarat pengawasan yang efektif 
1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang. Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan atau menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Disamping itu pengawasan harus dikaitkan pula dengan kedudukan atau jabatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan ini harus dibeda-bedakan sesuai dengan kedudukan orangnya. Pengawasan harus menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi yang merupakan asas untuk menjelakan peranan seseorang di dalam organisasi, di mana mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana, dan mungkin adanya penyimpangan yang terdapat padanya. 

2. Pengawasan harus dikaitkan dengan individu pimpinan dan kepribadiannya. Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Di samping itu yang sangat penting  ialah pengawasan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan ara yang bermacam-macam, sesuai dengan pribadi orangnya. Sesuatu hal yang penting ialah bagaimana caranya mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Untuk mendapatkan informasi yang perlu diketahui ini dapat dikatakan sebagai teknis pengawasan. 
3. Pengawasan harus menunjukan penyimpangan pada hal-hal yang penting. Salahsatu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efesiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukan penyimpangan dengan kata lain dapat menunjukan penyimpangan daripada pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan. Tetapi hal ini tidak cukup hanya menunjukan pada penyimpangannya saja, sebab kadang-kadang perbedaan antara hasil pelaksanaan dengan standar agak kurang berarti disbanding dengan faktor-faktor lain yang mempunyai arti yang besar. Oleh karena itu penyimpangan tersebut harus diteliti dalam peraktek berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan terhadap hal-hal yang penting atau kritis. 
4. Pengawasan harus objektif. Managemen sebenarnya banyak terdiri dari unsur-unsur subjektif. Akan tetapi seorang karyawan atau pegawai yang melakukan pekerjaan dengan baik, tidak berarti ditentukan oleh hal-hal yang bersifat subjektif, tetapi bersifat objkektif karena ia melakukan pekerjaan ditentukan bagi kepentingan organisasi atau intansinya. Pengawasan yang bersifat subjektif ialah apabila pengawasan atau pemeriksaan dalam melakukan tugasnya tidak berdasarkan atau pertimbangan-pertimbangan yang subjektif . Sedangkan pengawasan objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yamg telah ditentukan sebelumnya.
5. Pengawasan harus luwes (flexible). apabila pengawasan selalu ingin dapat efektif, di samping menghindarkan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan rencana, maka rencana itu sendiri perlu fleksibel, agar dimungkinkan adanya perubahan rencana terhadap hal-hal yang tidak diduga-duga sebelumnya. Fleksibibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternative, sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.
6. Pengawasan harus hemat. Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, besarnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan dibandingkan dengan resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan. Sistem pengawasan adalah relatif hemat, apabila dikaitkan dengan besarnya hasil pekerjaan,besarnya usaha organisasi, dibandingkan engan biaya pengawasan yang relatif kecil, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teknik pengawasan dan pendekatannya akan dapat efisien,bila mereka dapat menemukan penyimpangan-penyimpanan terhadap pelaksanaan rencana yang sebenarnya dan suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya. 
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan- kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggungjawab dan siapa yang menjamin tindakan perbaikannya.
2.4 Macam – macam Pengawasan 

Pengawasan dari dalam (internal control)


Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan pleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat /unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dlam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.  Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahanna.

Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan external (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu/ aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu.
Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran,pengawasan ini disebut pre-audit.


Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagi berikut:


a.
menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 


prosedur hubungan dan tata kerja.


b.
membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan 


yang telah ditetapkan.


c.
menentukan kedudukan,tugas,wewenang, pelaporan dan 



tanggungjawab.


d.
mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 


dan pembagian  kerjanya.


e.
menentukan system koordinasi,pelaporan dan pemeriksaan.


f.
menetapkan sanki-sanki terhadap pejabat yang menyimpang dari 


peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasn Refpressif


Pengawasan Repsessif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam system pemeriksan anggaran, pengawasan repsessif ini disebut post-audit adapun pengawasan repsessif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagi berikut :

a. Sistem Komperatif


(1)
mempelajari laporan-laporan kemajuan (progress report) dari 

            pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal renana                        

pelaksanaan.


(2)
membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan 


dengan rencana yang telah dipuuskan sebelumnya.


(3)
mengadakan alaisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, 



termasuk factor lingkungan yang mempengaruhinya.


(4)
memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, 


termasuk para penanggungjawab.


(5)
mengambilkeputusan atas usaha perbaikan atau penyempurnaan.
b. Sistem Verifikatif


(1)
menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubbungan dengan 


prosedur pemeriksaan


(2)
pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodic atau 


secara khusus.


(3)
mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil 


pelaksanaannya.


(4)
mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.


(5)
memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaannya.

c. Sistem Inspektif


Inspektif dimaksud untuk mengecek kebenara dari suatu laporan yang dibuat oleh petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di tempat (on the spot inspection) intruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan pula untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijakan pemimpin. Penjelasan-penjelasan ini merupakan kotak pribadi antara pimpinan atau wakil pimpinan dengan para petugas pelaksana di tempat, yang dapat menimbulkan rasa kesetiakawanan (jiwa korps) rasa solidaritas dan ketinggian moral. 


Untuk menjamin hasil objektif dalam inspeksi ini, kadang-kadang diperlukan pengganti jabatan (tour of duty) dalam periode tertentu. Penggantian jabatan ini dimaksudkan pula untuk lebih menyegarkan tugas-tugas inspeksi, karena tugas-tugas tersebut kecuali membosankan juga menjemukan.
d. Sistem investigative


Sistem ini lebih menitiberatkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negative. Penyelidikan  atau penelitian ini didasarkan atas suatulaporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa atau mengolah data, dan penilaian atas data tersebut. Berdasarkan atas hasil penelitian atau penyelidikan tersebut, kemudian segera diambil keputusan-keputusannya.
2.5 Metode Pengawasan
a.
Pengawasan langsung

 Pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan sistem investigative, metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan da penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya ini disebut built in control. 
b.
Pengawasan tidak langsung


Pengawasan tidak langsung apabila aparat pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan rencana. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dala pelaksanaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. 
c.
 Pengawasan formal


Pengwasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang betindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan daropada pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur , hubungan dan tata kerja
d.
Pengawasan Informal


Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan . Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi) atau secara incognito. hal ini dimaksudkan untuk mengindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaan dari bawahannya.
e.
Pengawasan administratif 


Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang, keuangan, kepegawaian dan material 

1) Pengawasan keuangan


Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi pengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Dalam prosedur penerimaan berhubungan dengan surat keputusan otorisai (SKO) sesuai dengan pos-pos anggaran, sedangkan yang berhubungan  dengan prosedur pengeluaran uang berhubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pembayaran, yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari hasil pembayarannya.
2) Pengawasan Kepegawaian (personal) 

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, yaitu : perihal kebenaran prosedur penerimaan (umur,pendidikan, atau keahlian,pengalaman, bakat ). Syarat-syarat pengangkatan dan penempatan. Uraian pekerjaan (job descritions), kerajinan, ketekunan, dan kedisiplinan pengembangan karir, penilaian tentang prestasi kerja, kesejahteraan dan jaminan hari tua (asuransi,pensiun dan sebagainya). Pengawasan kepegawaian di samping penilaian terhadap kewajiban-kewajiban mereka yang harus dilaksanakan juga menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji,kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilits lain).
3) Pengawasan Material 


Pengawasan material ialah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya. Hal ini menyangkut prosedur pengadaannya, harganya, kuantitas dan kualitas ( jumlah dan mutunya), penyimpanan, pengangkutan, dan pemeliharaannya. Bukti pembayaran perusahaan yang menjual. Pengwasan material ini harus disertai standar barang yang telah ditentukan.
f. 
Pengawasan teknis (Technical control) 

Pengawasan teknis ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya : pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan ini meliputi jenis kauntitatif dan kualitatif dan biaya yang diperlukan setiap satuannya. Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran atau satuan atau standar. Pengawasan teknis biasanya disertai dengan seorang ahli di bidang tersebut agar dapat mengadakan penilaian secara objektif, pengawasan ini dilakukan ditempat (on the spot) agar dengan jelas diketahui apakah hasil pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 2.6 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin adalah suatu kondisi yang  tercipta dan terbentuk melalui ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban., maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana tidak berbuat sebagaimana lazimnya.

Menurut Soegeng Prijodarminto dalam bukunya Disiplin,Kiat menuju sukses (1992:23) 
Disiplin itu merupakan suatu kondisi yang menyangkut pada banyak hal yang sangat kompleks, yang sangat mendasar dan banyak segi-segi yang mempengaruhi dan saling berkaitan.
Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo dalam bukunya Manajemen Tenaga kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Oprasional (2005:291) menjelaskan :
Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanki-sankinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
Bejo Siswanto (2005:291) berpendapat bahwa faktor-faktor dari disiplin kerja itu ada 5 yaitu :

1.      Frekuensi Kehadiran, salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya tingkat kemangkiran maka pegawai tersebut telah memliki disiplin kerja yang tinggi.

2.      Tingkat Kewaspadaan, pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya.

3.      Ketaatan Pada Standar Kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari.

4.      Ketaatan Pada Peraturan Kerja, dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.

5.      Etika Kerja, diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan perkerjaannya agar tercipta suasana harmonis, salin menghargai antar sesama pegawai. 

2.7 Tingkat dan Jenis Sanki Disiplin Kerja


Tujuan utama pengadaan sanki disiplin kerja bagi para tenaga kerja yang melanggar norma-norma adalah memperbaiki dan mendidik para tenaga kerja yang melakukan pelanggaran disiplin.  Oleh karena itu, setiap manajemen yang menghukum wajib mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang memiliki validitas dan tingkat reliabilitas yang tinggi atas tindakan dan praduga pelanggaran disiplin yang dilakukan tenaga kerja yang bersangkutan. Sanki atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima . termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap pola prilaku untuk memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan maupun tidak tertulis.


Pada umumnya tingkat dan jenis sanki disiplin kerja terdiri atas sanki disiplin berat, sanki disiplin sedang dan sanki disiplin ringan.
1. Sanki disiplin Berat 

Sanki disiplin berat misalnya :

a. Demosi jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan atau pekerjaan yang diberikan sebelumnya.

b. Pembebasan dari jabatan atau pekerjaan untuk dijadikan sebagai tenaga kerja biasa bagi yang memegang jabatan.

c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri tenaga kerja yang bersangkutan

d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja di perusahaan.

2. Sanksi Disiplin Sedang

Sanki disiplin sedang misalnya:

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana tenaga kerja lainnya.

b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, harian, mingguan atau bulanan.

c. Penundaan program promosi bagi pegawai yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi.

3. Sanki Disiplin Kerja

Sanki disiplin sedang misalnya :

a. Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan

b. Teguran tertulis

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2.8
Tinjauan Konseptual  

Kaitan antara pengawasan dengan disiplin dikemukakan oleh Abdurrahmat Fathoni (2006:32) seperti berikut ini:

Pengawasan bertujuan untuk menjadikan sumber daya organisasi memiliki ketaatan dan kepatuhan untuk mengikuti aturan yang menjadi tanggungjawbnya agar pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu Malayu S.P. Hasibuan (2005:194) menyatakan kaitan antara pengawasan dan disiplin sebagai berikut:

Pengawasan dapat merangsang disiplin kerja pegawai. Dengan adanya pengawasan pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, arahan dari pimpinan dan pimpinan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan kedisiplinan setiap individu bawahannya untuk memberikan penilaian yang objektif. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi publik maupun organisasi privat mutlak diperlukan sistem pengawasan yang baik agar tercipta pengawasan internal yang dapat mengurangi kesalahan-keslahan dan mendukung disiplin kerja pegawai.
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